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PUTUSAN
Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 12 Agustus
1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat
kediaman di Jalan Kom Yos Sudarso Gang
Alpokat Indah 7C Nomor 15B, RT.006 RW.0186,
Kelurahan  Sungai  Beliung, Kecamatan
Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Mei 1984, agama
Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman Jalan Kom Yos Sudarso
Gang Alpokat Indah Jalur V Nomor A13, RT.001
RwW.017, Kelurahan Sungai Beliung,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25

Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Pontianak dengan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 25 Oktober
2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2015 dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk
Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tertanggal 05 Oktober 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso
Gang Alpokat Indah 7C Nomor 15B, RT.006 RW.016, Kelurahan Sungai
Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak hingga berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK, lahir di Pontianak tanggal 23 April 2017;
3.2. ANAK, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2019;

4, Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016
hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering
bertengkar;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena :

5.1.Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan
perempuan lain hingga sekarang;

5.2. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat
dan marah disetiap dinasehati oleh Penggugat;

5.3. Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan lahir dan batin
Penggugat sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;

5.4.Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri dalam
kepentingan /urusan rumah tangga tanpa mau memusyawahkan
dahulu dengan Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Oktober 2020

Hal. 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena banyak orang yang menagih hutang Tergugat ke rumah yang mana
atas kejadian tersebut berujung pada pertengkaran dan selanjutnya
Tergugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa pada saat ini Tergugat menumpang tinggal di
rumah keluarganya sebagaimana alamat Tergugat diatas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah
cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Penggugat sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan
pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan
lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di
Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Penggugat mengikhlaskan semua nafkah
yang menjadi kewajiban Tergugat pasca perceraian;

10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat
pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta
perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada
dalam pemeliharaan Penggugat dan sudah sewajarnya jika Tergugat
dibebankan untuk membayar nafkah anak,diluar biaya pendidikan dan
pakaian anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan
yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua
biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di
atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama ANAK, lahir di Pontianak tanggal 18 Mei 2003 dan ANAK, lahir di
Pontianak tanggal 04 Agustus 2010 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut
pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan
kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa
dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang
berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap d
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat guagtan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut dalil gugatan
Penggugat mengenai nafkah anak, yaitu posita 10 (sepuluh) dan petitum 4
(empat);

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH,
tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut
telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-
31012018-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 5 Februari
2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-
31012018-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 5 Februari
2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P-3);

B.
Saksi :
1. Isah binti Acong, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Komyos Sudarso Gang Alpokat Indah 7c RT.006 RW.016, Kelurahan
Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan
Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang bernama ANAK dan ANAK, dan kini berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak
lahir anak pertama dan Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
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dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah
tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2020;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan
kediaman bersama hingga sekarang karena banyak orang yang
menagih hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan,
namun tidak berhasil;

2.----Syafarudin bin Acong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru RT.002
RW.001, Desa Seruat Satu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu
Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan
Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang bernama ANAK dan ANAK, dan kini berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak
lahir anak pertama bernama ANAK pada tahun 2017 dan Saksi sering
melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
dan Tergugat sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah
tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2020;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan
kediaman bersama hingga sekarang karena banyak orang yang
menagih hutang Tergugat;

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan,
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan
secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan
mencabut gugatannya Penggugat mengenai nafkah anak pada posita 10
(sepuluh) dan petitum 4 (empat), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai
nafkah anak tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

_ - _ 0 - -
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Hal. 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SabElsrg 035 Jlsal Js, 23V (2blse5,
- = o - o— - o _ :

9o e Haedlls cnei 2l e a3l 5
) sbigadl olg, (51

Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqj);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2015 tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta relevan dengan dalil
gugatan angka 1 (satu). Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran)
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. ANAK, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal 23
April 2017;

2. ANAK, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal 29
November 2019;
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Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan relevan dengan
dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya
sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg
dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama ANAK dan ANAK, dan Kini
berada dalam asuhan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri
saksi-saksi karena saksi-saksi adalah saudar kandung Penggugat dan
keterangan tersebut sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 serta relevan dengan dalil
gugatan posita 3 dan 10. Oleh karenannya keterangan tersebut dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lahir anak
pertama bernama ANAK pada tahun 2017;

- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat
sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering
mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga serta Tergugat
tidak memberi nafkah sejak tahun 2020;

- Sejak bulan Oktober 2020 Tergugat meninggalkan kediaman
bersama hingga sekarang karena banyak orang yang menagih hutang
Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi-saksi;
adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan
saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat posita 4, 5,2,
5,3, 5.4, dan 6. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat
materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat,
diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah
dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

2.1. ANAK, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal
23 April 2017;
2.2. ANAK, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal
29 November 2019;
Berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar disebabkan Tergugat sering berhutang dan sering mengambil
keputusan sendiri mengenai urusan rumah tangga;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Tergugat meninggalkan rumah
kediaman bersama karena banyak orang menagih hutang ke Tergugat;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri sering bertengkar lebih dari 6
(enam) tahun lamanya disebabkan suami lalai akan kewajibannya dan sering
berhutang yang mengakibat keduanya berpisah yang hingga kini telah
berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, telah menunjukkan adanya
ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang
termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
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Artinya :
Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.- -Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100 :

Ilasdl go pattinniV anzg ll slanll ylo
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Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
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Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali
dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.------ Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :
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Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan.

Kitab Ghoyatul Marom :

4.
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Artinya :
“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka

Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;
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Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tidak terdapat catatan yang
menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat
atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat
terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama
Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak
satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan anak kedua
anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak tanggal 23
April 2017;
2.-------- ANAK, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak tanggal 29
November 2019;
berada dalam asuhan Penggugat dan fakta persidangan bahwa kedua anak
tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan kedua anak tersebut berusia di
bawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :
ol Jouw )b 1eds 8ol Ol g j0e o alll e e
liw ad (uads sley ad aiday LS b (i 0
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Artinya :

“Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya:
“Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya
adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya
telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda
kepadanya: “Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum
menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim).

L :edB 810l Ol aie alll o) 85,0 wul 2
by iouly cwiy ol sy e ol alll Jow,
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Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya ada seorang perempuan berkata: “Wahai
Rasulullah Saw. sungguh suamiku ingin mengasuh anakku, sedangkan ia
sungguh telah bermanfaat bagiku, dan ialah yang memberikan aku minum dari
sumur Inabah, lalu suaminya pun datang (kepada Nabi Saw.) Nabi Saw.
bersabda: “ Wahai anak laki-laki, ini adalah bapakmu, dan ini ibumu, pilihlah
diantara keduanya yang kamu mau,” la mengambil tangan ibunya yang
kemudian pergi dengannya. HR. Ahmad dan imam empat (Abu Daud, At

Tirmidzi, Annasai dan Ibn Majah), dan dishahihkan oleh imam Altimidzi.
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Artinya :

Dari Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari dari kakeknya : sesungguhnya kakeknya
telah masuk Islam, sedang neneknya enggan masuk Islam. Maka datanglah
kakeknya tersebut membawa anak kecil/belum dewasa. Abdul Hamid bin Ja'far
Al Anshari berkata : “maka Nabi mendudukkan ayahnya di sana dan ibunya di
sana. Kemudian menyuruh anak itu untuk memilihnya dan beliau berdoa : Ya
Allah berilah petunjuk kepada anak itu. Maka pergilah anak itu memilih
ayahnya”. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasa'i.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
menyatakan :

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir;

(2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anak tetap berhak :

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap
dengan kedua orang tuanya;

b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya
sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

C. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya,
dan;

d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
mengatur bahwa pemeliharan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia
12 (dua belas) adalah hak ibunya dan jika sudah mumayyiz diserahkan kepada
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anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya serta biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di
atas dan meskipun anak yang bernama Novita Sari binti Basuni telah
mumayyiz, namun oleh karena terbukti selama berpisah anak tersebut berada
dalam asuhan Penggugat dan terbukti pula bahwa Tergugat tidak
menghiraukan anak tersebut hingga sekarang. Oleh karenanya demi
kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan
gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh
dan pemeliharaan anak yang bernama :

1. ANAK binti Mulyadi, NIK. 6171036304170002, lahir di Pontianak
tanggal 23 April 2017;

2. ANAK bin Mulyadi, NIK. 6171032911190004, lahir di Pontianak
tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh
dan pemeliharaan kedua anak tersebut di atas, namun dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib tetap memberikan
hak akses bagi Tergugat untuk tetap dapat bertemu dengan kedua anaknya dan
Penggugat tidak dibenarkan melarang atau menghalangi Tergugat. Dan apabila
hal itu terjadi, maka penghalangan atau pelarangan tersebut dapat menjadi
alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh dan
pemeliharaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di
bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya
sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4 e Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
4.1. ANAK binti Mulyadi, lahir di Pontianak tanggal 23 April

2017;
4.2,-------- ANAK bin Mulyadi, lahir di Pontianak tanggal 29 November

2019;

berada dibawah hadhanah Penggugat;
5.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 295.000,00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 oleh Hj. Nurjanah, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma,
S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.
Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Hakim Ketua Majelis,
T.td Meterai / T.t.d
Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hal. 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Il,

T.td

Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

T.t.d

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 150.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



